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Abstrak
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 651 K/Pdt.G/2020 terhadap perbuatan melawan hukum atas penguasaan ruko tanpa alas hak tidak mempertimbangkan perjanjian jual beli secara lisan yang dilakukan oleh para pihak dan kualifisir unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum atas ruko tanpa alas hak yang sah dan akibat hukum dari putusan Nomor 651 K/Pdt.G/2020. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara preskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dasar pertimbangan hakim kurang meneliti secara menyeluruh terhadap perjanjian jual beli dan unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya. Akibat hukum yang timbul atas putusan tersebut ialah Handoyo Tjondrokusumo berwenang untuk mempergunakan tanah yang menjadi haknya, serta berdasarkan perjanjian jual beli maka ia harus mengembalikan uang panjar yang telah terlanjur dibayarkan, dan hubungan keduanya sebagai penjual dan pembeli hapus karena telah batal dengan sendirinya jual beli sebagai akiabt H.M. Arsyad Made tidak melunasi pembayaran 30%. Adapun akibat hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan ialah pembayaran ganti rugi sebesar Rp 528.000.000,00. 

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Jual Beli, Penguasaan Ruko
Abstract

The basis for the judge's consideration in imposing The Supreme Court’s Of Indonesia Verdict Number 651 K/Pdt.G/2020 against unlawful acts over the shophouse tenure without legal rights did not consider the sale and purchase agreements made by the parties and also the qualifications of the elements of unlawful acts. This study aims to analyze the basis of the judge's consideration of unlawful acts against shophouse tenure without legal rights and the legal consequences of that verdict. The research method used is normative with a legal, conceptual, and case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out by means of a literature study and the technique of analyzing legal materials is carried out in a prescriptive way. The results of the research obtained are the basis for the judge's consideration not to thoroughly examine the sale and purchase agreement and the elements of the unlawful act. The legal consequence arising from the decision is that Handoyo Tjondrokusumo is authorized to use the land which is his right, and based on the sale and purchase agreement, he must return the down payment that has already been paid, and the relationship between the two as seller and buyer is canceled because the sale and purchase is automatically canceled as due to HM Arsyad Made not paying the 30% payment. As for the legal consequences of unlawful acts is the payment of compensation in the amount of Rp. 528,000,000.00.
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PENDAHULUAN 
     Potensi kekayaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya perlu dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan tujuan negara dalam yakni masyarakat yang adil dan makmur. Secara konstitusional, hal-hal yang menjadi ruang lingkup agraria tersebut termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa:
“bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” (Indonesia 1945)

Penguasaan yang dimaksudkan ialah negara memiliki kewenangan untuk mengatur kepemilikan dan memimpin pengguaan atas bumi, air, dan kekayaan alam dalamnya untuk kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, pada akhirnya setelah 15 (lima belas) tahun kemerdekaan, Indonesia mengesahkan Undang-Undang yang menjadi dasar pengaturan agraria di Indonesia (Suparman 2017). Undang-Undang yang dimaksud ialah UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA).


A.P. Parlindungan menjelaskan pada bukunya yaitu Komentar atas UUPA yang kemudian dikutip oleh Urip Santoso dalam bukunya yang berjudul Hukum Agraria Kajian Komprehensif membagi pengertian hukum agraria dalam ruang lingkup luas dan sempit. Hukum agraria dalam arti sempit menurut A.P. Parlindungan dapat berwujud hak-hak atas tanah ataupun pertanian saja (Urip Santoso 2013). 


Adapun hak atas tanah yang diberikan oleh Pasal 16 UUPA yakni hak milik, hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai, hak guna usaha, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang kemudian akan dilakukan penetapannya melalui undang-undang. 

Pengertian hak milik dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : 

“Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” (Indonesia 1960b)
Terpenuh maksudnya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemegang hak untuk memakai tanahnya. 

Pemegang hak milik atas tanah dapat mengusahakan dan melakukan pembangunan berdesarkan ketentuan yang ada. Pengaturan tentang bangunan yang didirikan di atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (untuk selanjutnya disebut UU 28/2002). Pengertian bangunan gedung sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU 28/2002 adalah perwujudan fisik dari proyek konstruksi yang menjadi satu bersama tempat kedudukannya dan memiliki fungsi sebagai wadah bagi manusia untuk melakukan kegiatannya.


UU 28/2002 membagi fungsi bangunan gedung menjadi fungsi hunian, usaha, keagamaan, khusus, serta sosial dan budaya. Bangunan gedung dengan fungsi hunian disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) yakni :

“Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.” (Indonesia 2002)
Rumah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (untuk selanjutnya disebut UU 1/2011). Pada undang-undang tersebut mengatur bahwa dalam hal kepemilikan rumah berikut pula hak atas tanahnya (Maria Farida Naibaho 2015). Hal tersebut termuat dalam Pasal 43 ayat (1) UU 1/2011 mengatur bahwa :

“Pembangunan untuk rumah tunggal, rumah deret dan/atau rumah susun dapat dilakukan diatas tanah :

a. Hak milik;

b. Hak Guna Bangunan, baik di atas tanah negara maupun di atas hak pengelolaan; atau

c. Hak pakai di atas tanah negara.” (Indonesia 2011)

Kepemilikan rumah berikut hak atas tanah dapat beralih/dialihkan kepada orang lain sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah dan masyarakat harus mentaati ketentuan yang ada sehingga terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Peralihan hak atas tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP 24/1997), pada Pasal 37 ayat (1) PP 24/ 1997 mengatur bahwa : 

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Indonesia 1997)
Pengalihan kepemilikan atas rumah berikut hak atas tanah salah satunya dilakukan dengan melalui perbuatan hukum jual beli.


Jual beli oleh Yahya Harahap dijelaskan sebagai suatu persetujuan mengikat pihak penjual untuk menyerahkan suatu barang/benda (zaak), sedangkan pihak pembeli bertindak berjanji untuk membayar harga (Yahya Harahap 1986). Adapun menurut Budi Harsono, jual beli merupakan perbuatan hukum dengan adanya pengalihan hak milik oleh penjual kepada pembeli dan pembeli pun melakukan penyerahan berupa harga kepada penjual (Budi Harsono 1985). Pengalihan hak milik yang terjadi melalui jual beli akan memberikan hak kepada pembeli untuk menguasai benda yang telah dibelinya. Adapun benda yang dimaksud dapat berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. 


Penguasaan benda tidak bergerak secara yuridis adalah sah apabila telah dilakukannya pendaftaran peralihan hak dengan melalui pejabat yang berwenang dan lembaga pemerintahan terkait. Penguasaan benda tidak bergerak tanpa adanya pendaftaran peralihan hak tentu akan menimbulkan kerugian kepada orang lain dan merupakan perbuatan yang melanggar hak subyektif. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwasannya setiap tindakan yang dilakukan dan membawa akibat yakni orang lain menjadi rugi ialah perbuatan melawan hukum. 


Perbuatan melawan hukum menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan keguncangan dalam kehidupan masyarakat (Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro 2018). Perbuatan melawan hukum menurut Munir Fuadi ialah suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang timbul dari interkasi sosial, dan kemudian untuk menyediakan ganti rugi bagi korban melalui gugatan yang tepat (Munir Fuady 2002).


Penghunian tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik, kemudian menimbulkan sengketa merupakan salah satu contoh perbuatan melawan hukum (Pahlevi, Zaini, and Hapsari 2021). Adapun pada kenyataan masih banyak masyarakat yang tanpa hak menguasai, menempati, dan menikmati hak atas tanah dengan cara yang melawan hukum (Vanesa Inkha Zefanya Uway 2017).

Seorang yang mengalami kerugian atas perbuatan orang lain kepadanya dapat mengajukan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pdt.G/Pdt.G/2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 90/Pdt.G/2018 Jo Putusan MA RI Nomor 651 K/PDT/2020 antara Handoyo Tjondro Kusumo (Penggugat) melawan H.M. Arsyad Made (Tergugat). Putusan pengadilan tersebut merupakan salah satu contoh konkret atas kasus perbuatan melawan hukum atas penguasaan rumah toko tanpa alas hak. 


Perbuatan melawan hukum yang diperkarakan dalam kasus tersebut ialah perbuatan H.M Arsyad Made (Tergugat) yang menempati dan menguasai satu unit rumah toko (ruko) di atas bidang sertifikat nomor 831 tanggal 14 Oktober 1996 seluas 36 m2 atas nama Handoyo Tjondrokusumo.  Perbuatan melawan hukum terjadi dengan didahului adanya perjanjian jual beli secara lisan antara Handoyo Tjondrokusumo (Penggugat) dan H.M Arsyad Made (Tergugat). 


Permasalahan timbul karena H.M. Arsyad Made (Tergugat) tak kunjung melakukan pelunasan uang panjar sebesar 30%, namun ia tetap menempati ruko, dan kemudian menimbulkan kerugian bagi Handoyo Tjondrokusumo (Penggugat). Handoyo Tjondrokusumo (Penggugat) telah melakukan somasi namun tidak membuahkan hasil. Ia kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura.


Kasus antara Handoyo Tjondro Kusumo (Penggugat) dan H.M. Arsyad Made (Tergugat) tersebut telah diadili pada pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Pada proses pengadilan terdapat hal yang menarik untuk diteliti yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan satu unit ruko. Putusan pada tingkat banding menyatakan hal yang berbanding terbalik dengan putusan pada tingkat pertama dan tingkat kasasi.


Pada pengadilan tingkat banding, perbuatan penguasaan atas satu unit ruko yang dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Tergugat) tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena penyerahan kunci ruko dilakukan sendiri oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Penggugat). Sedangkan pada pengadilan tingkat pertama dan kasasi, perbuatan H.M. Arsyad Made (Tergugat) dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.


Permasalahan perbuatan melawan hukum atas penguasaan ruko tanpa alas hak merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Pertimbangan hakim pada perkara perbuatan melawan hukum atas penguasaan ruko tersebut dinilai belum jelas dan menjadikan pertimbangan hakim kabur. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis atas perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak dan kualifisir unsur perbuatan melawan hukum atas penguasaan ruko tanpa alas hak. Hal tersebut dilakukan guna memperkuat pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dan menjadikan pertimbangan hakim jelas dan terang. 

Adapun kajian terhadap teori-teori ganti rugi atas perbuatan melawan hukum akan dilakukan pada penelitian ini. Hal tersebut ditambahkan, mengingat bahwa gugatan yang diajukan dalam perkara yang dianalisis ialah gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka seorang yang mengakibatkan kerugian harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya. 


Rumusan masalah yang diangkat ialah : 
1) Apa dasar pertimbangan hakim terkait perbuatan melawan hukum atas penguasaan rumah toko tanpa alas hak pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 651 K/Pdt/2020 di Jayapura ?; 
2) Apa akibat hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/Pdt/2020 perkara perbuatan melawan hukum atas penguasaan atas ruko tanpa alas hak di Jayapura ? 
Berdasarkan uraian pendahuluan tersebut, maka penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/Pdt.G/2020 Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Ruko Tanpa Alas Hak Di Jayapura”.
METODE


Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif. Hal tersebut dikarenakan akan dilakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/Pdt.G/2020 tentang penguasaan ruko tanpa alas hak di Jayapura. Penelitian yang dilakukan ialah terhadap pertimbangan hakim yang kabur dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum.

Pertimbangan hakim yang dinilai kabur ialah pertimbangan dalam memutuskan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Pada pertimbangannya hakim menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum yang mengacu pada tindakan penyerahan kunci ruko oleh penggugat yang dinilai oleh hakim sebagai itikat baik, sehingga hakim memutuskan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek sengketa tanpa alas hak yang sah.


Perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata, namun dalam pertimbangannya hakim tidak memasukkan unsur-unsur tersebut. Disamping itu obyek sengketa yang merupakan benda tidak bergerak dan dasar perbuatan hukumnya adalah jual beli maka seharusnya hakim melihat bagaimana penyerahan (levering) atas obyek sengketa apakah telah sesuai sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 1997.


Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus yang kesemuanya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atas penguasaan ruko tanpa alas hak sehingga dapat membangun argumentasi dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik library research dan akan dianalisis dengan menggunakan teknik yang bersifat preskriptif analisis secara normatif. 
HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI Nomor 651 K/Pdt.G/2020 yang Menyatakan Tindakan Termohon Kasasi/Tergugat Menguasai Ruko Tanpa Alas Hak Sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum


Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 651 K/Pdt/G/2020 memutuskan bahwa tindakan Termohon Kasasi/tergugat dalam menguasai ruko tanpa alas hak yang sah sebagai perbuatan melawan hukum ialah dengan pertimbangan hakim (ratio decidendi) yaitu :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Mei 2019, Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan berikut: 


Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH), sedangkan penguasaan kunci ruko diserahkan sendiri oleh orang suruhan pihak Penggugat/Pemohon Kasasi;
Bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi didasarkan pada rencana penjualan objek sengketa/ruko milik Penggugat/Pemohon Kasasi seharga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana Tergugat/Termohon Kasasi berjanji membayar uang panjar 30% dari harga jual atau sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun sampai sekarang Tergugat/Termohon Kasasi baru membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga beralasan jual beli a quo untuk dibatalkan, sedangkan penyerahan kunci ruko oleh pihak Penggugat hanya merupakan iktikad baik dari Penggugat/Pemohon Kasasi, dengan demikian Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HANDOYO TJONDRO KUSUMO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 90/PDT/2018/PT JAP tanggal 18 Maret 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 23/Pdt.G/2018/PN Jap. tanggal 30 Juli 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini.


Atas pertimbangan Mahkamah Agung diatas, maka analisis yang dapat dikemukakan adalah :

a.    Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim (Ratio Decidendi) terkait Jual Beli

Kasus antara Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) telah diadili pada tingkat pertama hingga kasasi. Analisis pertama ialah atas pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/PDT/2020 yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi/Penggugat) ialah berdasarkan pada rencana penjualan objek sengketa/ruko miliknya seharga  Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana H.M Arsyad Made (Termohon Kasasi/Tergugat) berjanji akan membayar panjar sebesar 30% dari harga jual objek sengketa. Hal yang disayangkan ialah H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi/Tergugat) tidak membayarkan panjar hingga saat ini, sehingga beralasan bahwa jual beli a quo dibatalkan. 


Atas pertimbangan hakim tersebut, maka terlebih dahulu harus dipahami terkait perbuatan jual beli atas objek sengketa yang telah dilakukan para pihak. Jual beli antar para pihak dilakukan secara lisan dan diawali dengan adanya pernyataan kehendak untuk membeli unit ruko oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi). H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) menyatakan keinginannya untuk membeli satu unit ruko milik Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi). Keinginan tersebut disambut baik oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan kemudian diberikan syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi).


Syarat-syarat yang diberikan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) yakni : 

(1) Harga unit ruko adalah Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

(2) Bahwa H.M Arsyad Made (Termohon Kasasi) berkewajiban menyetorkan uang muka terlebih dahulu kepada Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) sebagaimana lazimnya yakni minimal 30% (tiga puluh persen) dari harga unit ruko yang akan dijual yakni sebesar Rp22.500.000 x 30% = Rp 6.750.000 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dan sisa pembayaran 70% (tujuh puluh persen) atau sebesar Rp 15.750.000 (lima belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar kemudian;

(3) Bahwa apabila uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dapat dipenuhi oleh H.M Arsyad Made (Termohon Kasasi) maka rencana proses jual beli tidak dapat dilaksanakan dan menjadi batal dengan sendirinya, maka selanjutnya Handoyo Tjondro Kusumo akan mengembalikan apabila ada panjar uang muka yang terlanjur penyetorannya dicicil, namun tidak termasuk bunga atas uang panjar dimaksud.


Jual beli yang telah dilakukan oleh para pihak tersebut ialah berdasarkan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli sendiri diatur dalam Bab V Buku III KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian. Adapun pada perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak memuat syarat dan atas perjanjian tersebut dilakukan analisis untuk melihat keabsahannya. 


Keabsahan dari suatu perjanjian mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata dan disamping itu pula melihat pada asas-asas perjanjian. Asas-asas perjanjian yakni asas konsensualisme, asas Pacta Sunt Servanda dan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Asas tersebut menjelaskan bahwa tercapainya suatu perikatan ialah perjanjian mengikat dan melahirkan kewajiban ketika para pihak mencapai kesepakatan, walaupun secara lisan semata-mata (Dhira Utari Umar 2020). 

Adapun dalam kaitannya dengan perjanjian antar Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) dapat dilihat adanya kesepakatan dengan melihat pada pernyataan kesanggupan dari para pihak untuk melakukannya. Adanya pernyataan kesanggupan yang menunjukan telah tercapai kesepakatan diantara para pihak menunjukan terpenuhinya asas konsensualisme.

Asas Pacta Sunt Servanda diatur dalam Pasal 1328 ayat (1) KUH Perdata, yang berarti perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya.  Jual beli sebagai suatu perjanjian yang dilakukan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda berarti mengikat bagi para pihak. Adapun maksud mengikat ialah para pihak harus mengikuti dan memenuhi apa yang telah diperjanjikan. 


Perjanjian adalah mengikat bagi para pihak sama seperti halnya undang-undang dan berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda maka hakim atau pihak ketiga harus mengindahkan substansi perjanjian tersebut (Yunanto 2019). Pada perjanjian antara Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) mengatur harga obyek jual beli, syarat pemenuhan 30%, serta pengembalian uang panjar bila syarat tersebut tidak terpenuhi. Perjanjian tersebut mengikat para pihak dan segala yang diatur di dalamnya harus dipenuhi. Adapun hakim dan pihak ketiga tidak dapat melakukan intervensi atas substansi kontrak yang telah dibuat dan harus menghormatinya.


Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Menurut Konrad Zweight dan Hein Kotz, kebebasan berkontrak sendiri berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian (Ridwan Khairandy 2003). Dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan melihat pada perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi), maka perjanjian adalah sah.


Perjanjian dikatakan sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak dikarenakan para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian ataupun tidak. Pada kasus Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) tidak ada paksaan untuk melakukan perjanjian, melainkan berdasarkan kesepakatan dan kesanggupan para pihak. Asas kebebasan berkontrak pula memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan bentuk dan isi dari perjanjian.



Adapun bentuk perjanjian Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) dibuat secara lisan. Isi perjanjian tersebut memuat harga jual dari ruko, syarat pemenuhan uang panjar, bahkan diatur pula konsekuensi batal dengan sendirinya perjanjian tersebut apabila tidak memenuhi syarat yang diperjanjikan. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka hal tersebut dapat dibenarkan, perjanjian tetap sah serta mengikat kedua belah pihak.


Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) telah memenuhi asas konsensualisme, asas Pacta Sunt Servanda, dan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut pada dasarnya pun harus mengacu pada unsur sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata ialah adanya kesepakatan, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang hal.  


Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) memuat syarat-syarat yaitu pemenuhan uang panjar sebesar 30% oleh pembeli dan apabila jual beli batal, maka penjual mengembalikan uang panjar yang terlanjur dibayarkan. Atas syarat tersebut kedua belah pihak telah menyetujui dan menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti serta memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diberikan. Harga jual dari ruko yang menjadi obyek perkara pun dimuat dalam perjanjian yakni sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta rupiah). Hal tersebut menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan dan harga atas obyek jual beli.


Unsur kesepakatan dipertegas dengan asas konsensualisme yang berarti perikatan terjadi saat tercapai kata sepakat antar para pihak dan adanya persesuaian kehendak sekalipun diadakan secara lisan. H.M Arsyad Made (Termohon Kasasi) dan Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) telah mencapai kata sepakat dan kesesuaian kehendak dimana hal tersebut dapat dilihat dengan adanya kesepakatan atas obyek jual beli berikut harganya.


Unsur kesepakatan dalam perjanjian tidak boleh disebabkan karena adanya paksaan, penipuan, ataupun kesilapan dari para pihak. Selanjutnya melihat pada perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maka tidak didapati adanya ketiga hal tersebut, sehingga terpenuhilah unsur pertama dari sahnya perjanjian yakni adanya kesepakatan antar para pihak.   


Unsur kedua dari sahnya perjanjian yakni kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) maupun H.M.Arsyad Made (Termohon Kasasi) telah memenuhi unsur kedua karena telah dewasa, tidak di bawah pengampunan, serta tidak dilarang undang-undang. Terpenuhinya unsur kecapakan berarti dalam para pihak dianggap sah untuk membuat perjanjian.


Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) telah memenuhi unsur kesepakatan dan unsur kecapakan yang merupakan syarat subyektif suatu perjanjian. Adapun sahnya suatu perjanjian dilihat pula pada terpenuhinya syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat objektif ialah obyek perjanjian harus jelas, dibenarkan oleh hukum, dan tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum.


Obyek dalam perjanjian antara Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) ialah berupa satu unit ruko. Ruko tersebut berdiri diatas bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 831 atas nama Handoyo Tjondrokusumo. Obyek jual beli termasuk ke dalam benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Atas obyek jual beli tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diakui oleh hukum. 


Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) atas obyek tersebut tidak dilakukan untuk hal-hal yang berlawanan dengan hukum. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak melakukan jual beli untuk kepentingan pribadi dan mendapatkan keuntungan atasnya. Pihak penjual mengharapkan mendapatkan uang dari penjualan ruko dan pihak pembeli mendapatkan hak atas obyek jual beli.


Atas analisis terhadap perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) dengan menggunakan Pasal 1320 dan asas perjanjian, maka perjanjian tersebut sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak. Adanya syarat pemenuhan uang panjar sebesar 30% oleh oleh H.M Arsyad Made (Termohon Kasasi) dan apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka jual beli batal dengan sendirinya. Adapun jika hal tersebut terjadi Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) harus mengembalikan uang panjar yang terlanjur dibayarkan. Faktanya H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) tidak membayarkan uang panjar sebesar 30%, sehingga jual beli memang seharusnya telah batal berdasarkan perjanjian jual beli yang mengikat kedua belah pihak. 


Pada pertimbangan hakim poin pertama terkait dengan batalnya jual beli terdapat pernyataan hakim yang saling berkontradiksi. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan oleh penggugat (Pemohon Kasasi) berdasarkan pada rencana penjualan objek sengketa/ruko. Atas pernyataan hakim tersebut seharusnya gugatan dimaksud bukan berdasarkan rencana jual beli semata, melainkan jual beli tersebut telah terjadi. 


Pasal 1457 KUH Perdata menjelaskan jual beli sebagai suatu perjanjian. Adapun unsur-unsur esensial pada perjanjian jual beli berdasarkan Pasal 1458 KUH Perdata ialah sesudah para pihak menyepakati atas benda dan harganya walaupun kebendaan tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan. Sahnya suatu jual beli menurut Pasal 1458 KUH Perdata ketika diantara kedua belah pihak mencapai sepakat tentang obyek jual beli dan harganya (Nur Hayati 2016). 


Pada kronologis perkara antara Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi), para pihak telah sepakat atas perjanjian jual beli berikut syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perjanjian. H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) bahkan telah membayarkan sejumlah uang untuk panjar. Adanya kesepakatan dan bahkan pembayaran sejumlah uang oleh salah satu pihak maka telah memenuhi Pasal 1458 serta menunjukkan bahwa jual beli tersebut terjadi dan tidak dapat dikatakan sebagai rencana jual beli semata.


Pada pertimbangan hakim poin pertama terkait dengan jual beli yang dilakukan oleh para pihak telah dilakukan analisis dan didapati bahwa hakim kurang meneliti secara menyeluruh atas jual beli tersebut. Hakim seharusnya melakukan pertimbangan terhadap perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh para pihak. Pernyataan hakim terhadap jual beli yang didasarkan pada rencana jual beli adalah kurang tepat karena jual beli diantara para pihak telah terjadi dengan adanya kesepakatan dan pembayaran oleh salah satu pihak.
b. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum oleh Hakim (Ratio Decidendi) terkait Perbuatan Melawan Hukum

Pertimbangan hakim pada poin selanjutnya ialah menyatakan bahwa penyerahan kunci ruko oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) hanya merupakan itikad baik dari Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi), dengan demikian H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) karena menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah. Penyerahan kunci ruko oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) memiliki hubungan erat dengan perbuatan hukum jual beli. Adapun dalam jual beli dikenal adanya peralihan hak. 


Peralihan hak oleh karena perbuatan jual beli dibedakan berdasarkan jenis benda nya. Adapun dalam Pasal 1459 KUH Perdata peralihan hak dikenal dengan istilah penyerahan berdasarkan jenis benda yaitu bendanya, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Berkaitan dengan hal tersebut, benda yang menjadi obyek perkara dalam kasus ini adalah benda tidak bergerak yaitu ruko.



Ruko disebutkan dalam UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung sebagai bangunan gedung yang memiliki fungsi campuran yakni hunian dan usaha. Fungsi campuran yang dimiliki oleh ruko membuat masyarakat kian tinggi minatnya untuk memanfaatkan ataupun membangun ruko. 



Ruko sebagai bangunan gedung berarti wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Indonesia mengenal asas perlekatan yang secara singkat dapat dimaknai sebagai melekatnya hak milik atas sebidang tanah dengan segala sesuatu yang terdapat di atas tanah maupun di dalam tanah. Ruko sendiri dapat dibangun di atas tanah hak milik maupun tanah hak guna bangunan. 



Adapun pada perkara antara Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi), yang menjadi obyek perkara ialah satu unit ruko yang dibangun diatas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 831 tanggal 14 Oktober Tahun 1996 seluas 36 m2 atas nama Handoyo Tjondrokusomo. Faktanya ruko tersebut dibangun diatas tanah dengan Hak Milik dan pemegang sertifikat atas nama Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi). Oleh karena itu ruko tersebut secara sah adalah milik Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi).



Obyek perkara yang pula menjadi obyek jual beli merupakan benda tidak bergerak dan peralihannya diatur secara khusus. Peralihan tanah dalam konsep hukum adat berdasarkan asas terang tunai adalah sah apabila dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan adanya pembayaran. Pada konsepsi hukum adat tersebut adapun tujuan dari dilakukan dihadapan pejabat ialah guna mendaftarkan peralihan hak yang terjadi sehingga terjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak. Sejalan dengan konsep jual beli dalam hukum adat, Pasal 19 UUPA jo. PP 24/1997 menegaskan kembali bahwa jual beli atas tanah harus didaftarkan. Adapun manakala asas terang, tunai, dan konkret, maka dengan berlakunya UUPA, semua hak atas tanah harus di daftar (Christian E. Papendang 2013). 

Pendaftaran tanah oleh karena perbuatan hukum jual beli dilakukan guna selanjutnya dibuatkan akta jual beli. Adapun dengan dibuatnya akta jual beli maka pada saat tersebut telah terjadi pemindahan hak dari pemegang hak (penjual) kepada pihak lain (pembeli) (Saranaung 2017). Akta tersebut kemudian yang dapat membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) telah menjadi pemegang hak baru (Adrian Sutedi 2014). Pendaftaran tanah sebagaimana yang telah dijelaskan merupakan bagian dari Juridische Levering (penyerahan yuridis) atau penyerahan secara hukum. 



Penyerahan kunci yang dilakukan oleh pihak dari Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) kepada H.M. Arsyad Made tidak dilakukan dengan cara Juridische Levering melainkan hanya Feitelijke Levering (penyerahan secara nyata). Penyerahan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik karena H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) yang mengalami kebakaran tempat tinggal dan disaat bersamaan ia sedang mencicil pembayaran panjar ruko.



Penyerahan yang dilakukan oleh pihak Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) tersebut tidak memindahkan hak milik atas ruko kepada H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi). Adapun penyerahan hanya dilakukan dengan cara penyerahan secara nyata karena H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) belum melunasi uang panjar 30% atas ruko sebagaimana telah diperjanjikan. Atas ruko tersebut penguasaan yuridis dan secara sah kepemilikannya masih atas nama Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi). Kepemilikan ruko secara sah oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) ialah berdasarkan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor 831. 



Pada perkara antara Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) jual beli tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak dapat dibuktikan dengan suatu akta. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya jual beli antara para pihak telah terjadi, namun tidak ada peralihan hak sebagaimana seharusnya yakni Juridische Levering. 



H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) yang tidak melakukan pelunasan atas panjar sebesar 30% selanjutnya menyebabkan jual beli telah batal dengan sendirinya, sehingga penguasaan obyek sengketa oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) adalah tanpa alas hak yang sah. Penguasaan atas ruko tanpa alas hak yang sah tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai perbuatan melawan hukum. 



Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata ialah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari 1) adanya perbuatan; (2) perbuatan tersebut melawan hukum; (3) adanya kesalahan dari pihak pelaku; (4) adanya kerugian bagi korban; (5) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Sari 2020). Penguasaan ruko tanpa alas hak yang dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum selanjutnya dilakukan kualifisir terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

(1)  Adanya Perbuatan


Perbuatan yang dimaksudkan disini ialah ialah baik dalam arti perbuatan aktif maupun pasif (Djojodirdjo 2010). Pada perkara antara Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) adapun perbuatan yang dimaksud ialah perbuatan penguasaan ruko. Perbuatan tersebut dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) yang semula adalah pembeli atas ruko milik Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi). 


Penguasaan dan pemakaian tanah oleh semua pihak tanpa terkecuali harus berdasarkan hak atas tanah yang diatur oleh hukum tanah nasional (Istijab 2018). Penguasaan sendiri dapat diklasifikasikan menjadi penguasaan yuridis dan penguasaan fisik. Penguasaan yuridis berarti penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan memberikan kewenangan untuk menguasai secara fisik tanah yang dimilikinya secara sah. Penguasaan yuridis ialah penguasan atas fisik atas persetujuan pemilik yang sah. Berdasarkan UU 28/2002 penguasaan bangunan gedung dapat dilakukan oleh pemilik bangunan gedung maupun pengguna bangunan gedung.


Penguasaan ruko yang termasuk dalam bangunan gedung berarti dapat dikuasi oleh pemilik ruko dan pengguna ruko. Adapun pemilik ruko yakni pemegang hak milik atas tanah, sedangkan pengguna ruko ialah pemilik ruko ataupun orang lain yang dalam hal ini berdasarkan izin pemanfaatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak dan pengguna. Atas dasar tersebut maka penguasaan ruko dapat dilakukan secara yuridis maupun fisik.


Perbuatan penguasaan ruko berdasarkan atas perbuatan jual beli sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan oleh itikad baik dari Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) karena adanya musibah yang menimpa H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi). Faktanya H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) melakukan penguasaan obyek sejak tahun 1997 hingga diajukannya gugatan oleh Handoyo Tjondrokusumo.


H.M Arsyad Made (Termohon Kasasi) melakukan penguasaan ruko dengan menempati dan mengusahakan obyek perkara secara tanpa alas hak. Atas penguasaan ruko tersebut Handoyo Tjondrokusumo (Termohon Kasasi) merasa dirugikan karena ia tidak dapat melakukan penguasaan di ruko miliknya tersebut.  

(2)  Perbuatan Tersebut Melawan Hukum


Perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan hak orang lain yang dijamin hukum, juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan, serta sikap yang berkembang di masyarakat terkait memperhatikan kepentingan orang lain  (Djojodirdjo 2010). 


Perbuatan penguasaan ruko oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) melanggar peraturan perundang-undangan dan hak orang lain yang dijamin hukum. Penguasaan ruko yang pada mulanya didasarkan karena adanya jual beli, namun faktanya jual beli tersebut telah batal dengan sendirinya karena tidak dibayarkan panjar 30% oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) sebagaimana telah diatur dalam perjanjian jual beli. Jual beli yang tidak diikuti dengan Jurisdische Levering dan telah batal kemudian menyebabkan tidak beralihnya hak milik kepada H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) selaku pembeli ruko.


Penguasaan ruko oleh H.M. Arsyad Made tersebut adalah tanpa alas hak. Penguasaan dikatakan tanpa alas hak karena pemegang hak milik atas tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat nomor 831 tertulis atas nama Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi). 


Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) sebagai pemegang hak memiliki wewenang atas tanah yang menjadi haknya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang mengatur :  

“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.” (Indonesia 1960b)

Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 831 seharusnya dapat mempergunakan tanah miliknya. Hak milik atas tanah tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Atas penguasaan ruko oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) terhadap obyek perkara yang merupakan milik Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) maka dapat dikatakan telah melanggar hak orang lain.


Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (untuk selanjutnya disebut Perpu 51/1960) mengatur larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Perpu 51/1960 yang menyatakan : 

“Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.” (Indonesia 1960a)

Penguasaan ruko yang dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) sebagaimana dijelaskan sebelumnya ialah berdasarkan jual beli dan penyerahan secara nyata berupa kunci ruko oleh pihak Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi). Faktanya jual beli tersebut telah batal dengan sendirinya karena H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) tidak memenuhi uang panjar 30% sebagaimana yang diperjanjikan. Adapun penyerahan secara nyata tidak memindahkan hak milik kepada H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi).


Penguasaan ruko oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) mengakibatkan Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) merasa dirugikan atas perbuatannya. Penguasaan ruko tersebut pula tidak memiliki izin dari Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi), sehingga pula melanggar Pasal 2 Perpu 51/1960. Penguasaan ruko tanpa alas hak yang dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) telah jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan hak orang lain.


Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan, dan kepentingan masyarakat. Perbuatan penguasaan ruko dari jual beli yang dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Penguasan ruko yang pada awalnya karena jual beli, maka H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) memiliki kewajiban untuk membayar panjar sebesar 30%. Faktanya ia tidak kunjung membayar uang panjar 30% dan berdasarkan perjanjian jual beli maka jual beli batal dengan sendirinya. Penghunian ruko oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) pun dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis dengan Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi).


Adapun H.M. Arsyad Made tetap menempati ruko tersebut tanpa membayar uang panjar 30% dan perjanjian tertulis dengan Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi). Dalam hal ini perbuatan penguasaan ruko tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, kesusilaan, dan kepentingan masyarakat karena jelas Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) tidak dapat melakukan penguasaan atas tanah dan ruko miliknya.

(3)  Adanya Unsur Kesalahan dari Pelaku

Perbuatan seorang dianggap mengandung unsur kesalahan apabila memenuhi unsur kesengajaan maupun kelalaian. Perbuatan penguasaan ruko oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) ialah mengandung unsur kesalahan. Adapun unsur kesalahan yaitu perbuatan dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan akibat bagi harta benda, mental, maupun fisik orang lain (Munir Fuady 2002). Kesengajaan sendiri ialah apabila perbuatan tersebut dilakukan dnegan adanya kesadaran dari pelaku bahwa tindakannya pasti mengakibatkan kerugian bagi orang lain.



H.M Arsyad Made (Termohon Kasasi) dapat dikatakan sadar dalam melakukan perbuatannya karena ia telah mengetahui bahwa ruko tersebut dibangun diatas Sertifikat Hak Milik Nomor 834 dengan pemegang hak Handoyo Tjondrokusumo. H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) sadar akan tindakannya, namun tetap melakukan penguasaan atas ruko tersebut.


Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) selaku pemilik ruko secara sah memberikan somasi dan melaporkan tindakan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) kepada polisi, namun ternyata tidak membuahkan hasil dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) tetap menguasai ruko tersebut secara tanpa alas hak yang sah. Perbuatan yang dilakukan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) ialah dilakukan secara sadar dan ia telah mengetahui konsekuensi atas perbuatannya.

(4)  Adanya Kerugian bagi Korban


Kerugian yang dimaksudkan karena perbuatan melawan hukum ialah kerugian materil dan immateril (Fitrah Rizqy 2018). Kerugian materil yakni bersifat kebendaan (zakelijk), sedangkan kerugian immaterial ialah bersifat tidak kebendaan (Moertiono 2020). Kerugian materil contohnya ialah hilangnya keuntungan, sebaliknya keuntungan immaterial dapat berupa pencemaran nama baik seseorang.


Adapun pihak yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dapat membuktikan kerugian yang dideritanya. Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dalam gugatannya mengajukan gugatan terhadap kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi). Ia mengajukan gugatan kerugian terhadap materil dan immaterial.
Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dalam gugatannya merasa dirugikan atas perbuatan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) yang menguasai ruko tanpa alas hak. Adapun atas perbuatan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) tersebut mengakibatkan pemilik sah yakni Handoyo Tnjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) tidak dapat menguasai ruko miliknya. Ruko milik Handoyo Tnjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) apabila dikuasai olehnya, maka ia dapat memperoleh keuntungan seperti dari biaya sewa. 


Kerugian yang dialami oleh Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

Apabila ruko tersebut disewakan dengan biaya sewa Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per satu bulan x 264 bulan, maka total pendapatan sewa ruko yang diterima ialah sebesar Rp 528.000.000 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah).


Hal tersebut diatas tidak didapatkan oleh Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) atas ruko miliknya karena dikuasai oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) secara tanpa alas hak. Kerugian yang telah dirincikan tersebut menjelaskan secara nyata adanya kerugian yang dialami oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) selaku pemilik sah atas ruko.

(5)  Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian


Munir Fuady dalam bukunya memberikan tolak ukur sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam melihat adanya hubungan kausal dimaksud ialah apabila antara kerugian dan perbuatan terdapat sebab akibatnya (Munir Fuady 2002). Hal tersebut didukung dengan teori condition sine qua non dari Von Buri yang menyatakan bahwa setiap masalah merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat (Ridwan Khairandy 2014).


Pada kaitannya dengan perbuatan penguasaan ruko oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi), maka dapat dilihat bahwa perbuatan tersebut membawa akibat yakni Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) tidak dapat menguasai ruko miliknya dan mendapatkan keuntungan. Apabila ruko tersebut tidak dikuasai oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi), maka tentunya Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi) dapat mengusai ruko dan mendapatkan keuntungan atasnya. 


Berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas bahwa adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penguasaan ruko oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) dan kerugian yang dialami oleh Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi). Perbuatan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) adalah masalah yang kemudian menjadi syarat timbulnya suatu akibat yaitu kerugian bagi Handoyo Tjondrokusumo (Pemohon Kasasi).


Perbuatan penguasaan ruko yang dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan tersebut melanggar hukum dan membawa kerugian bagi Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi). Atas dasar tersebut maka pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan penguasaan ruko yang dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) adalah perbuatan melawan hukum adalah telah tepat. 


Pertimbangan hakim yang menyatakan perbuatan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) sebagai perbuatan yang melawan hukum dikuatkan pula dengan analisis pada pertimbangan poin pertama yakni terkait dengan jual beli yang dilakukan para pihak. Pada pertimbangan poin pertama bahwasannya benar jual beli antara H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) dan Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) telah batal dengan sendirinya sesuai dengan perjanjian jual beli yang menyebutkan apabila tidak dapat melakukan pelunasan panjar 30% maka jual beli tersebut batal dengan sendirinya. Jual beli antar para pihak yang telah batal dengan sendirinya dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) terlanjur membayarkan panjar maka berdasarkan perjanjian akan dikembalikan. 

Hal tersebutlah yang menjadikan dasar penguasaan atas ruko tersebut adalah tanpa alas hak yang sah. Adaun hak milik atas ruko tidak beralih dan masih berada di tangan Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 831. Perbuatan melawan hukum atas penguasaan ruko tanpa alas hak terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni perbuata; perbuatan tersebut melawan hukum; adanya kesalahan; kerugian; dan kausul antara perbuatan dan kerugian.

Akibat Hukum Putusan MA RI Nomor 651 K/Pdt.G/2020

Analisis akibat hukum yang dilakukan berfokus kepada akibat hukum yang timbul dari adanya Putusan MA RI No.651 K/Pdt.G/2020. Guna memudahkan dalam memahami akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut, maka analisis terlebih dahulu akan dilakukan terhadap putusan terkait perbuatan hukum jual beli dan kemudian dilanjukan dengan akibat hukum putusan terkait perbuatan melawan hukum penguasaan atas obyek perkara. 

Analisis pertama ialah terhadap akibat hukum yang timbul dari putusan Mahkamah Agung terkait perbuatan jual beli. Adapun Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan obyek perkara adalah sah sebagai milik Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi), menyatakan bahwa rencana jual beli batal demi hukum, dan memerintahkan kepada Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) untuk mengembalikan uang panjar yang telah terlanjur dibayarkan. 

Atas putusan Mahkamah Agung tersebut akan diuraikan satu per satu akibat hukum yang timbul. Penyataan hakim atas sahnya Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) sebagai pemilik obyek perkara berkaitan dengan pembuktian oleh para pihak. Pembuktian merupakan hal yang penting dalam pengadilan, sehingga para pihak harus mampu untuk membuktikan apa yang diajukan kepada pengadilan. Pada kasus tersebut H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) tidak dapat membuktikan kepemilkannya atas obyek perkara, sedangkan Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dapat membuktikannya yakni dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 831 atas namanya.  

Sertifikat Hak Milik Nomor 831 atas nama Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) merupakan bukti tertulis yang kuat dalam persidangan. Atas sertifikat tersebut dapat diaktakan bahwa obyek perkara adalah milik Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) berdasarkan alas hak yang ditunjukkannya. Alas hak sendiri disebutkan juga sebagai dasar penguasaan atas tanah menurut A.P Parlindungan yang dijelaskan dalam bukunya “Beberapa Masalah dalam UUPA” (Parlindungan 2003).

Alas hak yang dimaksud oleh A.P Parlindungan ialah sebagaimana diatur dalam UUPA dapat diterbitkan haknya karena penetapan pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan (Parlindungan 2003). Pasal 4 UUPA memberikan kewenangan bagi pemegang hak aatas tanah untuk mempergunakan tanah yang menjadi haknya. Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kepemilikan obyek perkara sebagai milik Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) membawa akibat hukum atas tanah tersebut dapat dilakukan penguasaan secara sah olehnya.

Analisis selanjutnya yang masih berkaitan dengan perbuatan jual beli ialah akibat hukum atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa rencana proses jual beli antara para pihak sebagai sebuah kesepakatan yang tidak sempurna sehingga tidak dapat dilaksanakan dan telah batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya hal yang disyaratkan. Atas pernyataan hakim yang menyatakan bahwa gugatan didasarkan pada rencana jual beli telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, yakni seharusnya dikatakan sebagai jual beli berdasarkan Pasal 1457 dan 1458 KUH Perdata. Jual beli yang dilakukan oleh para pihak ialah dengan perjanjian dan memiliki syarat yang harus dipenuhi.

Perjanjian jual beli diantara para pihak yang sah dan mengikat mengharuskan para pihak untuk melaksanakan kewajibannya dan mentaati segala yang diatur di dalamnya. Faktanya H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) tidak dapat memenuhi uang panjar sebesar 30%, sehingga berdasarkan perjanjian jual beli yang telah disepakati oleh para pihak maka jual beli tersebut batal dengan sendirinya. 

Jual beli yang telah batal dengan sendirinya tersebut memabawa akibat hukum yakni perjanjian jual beli dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai akibat hukum sejak awalnya (Iva Shofiya, S.H. 2022). Atas dasar tersebut maka kewajiban seperti pembayaran harus dikembalikan seutuhnya sehingga kembali kepada keadaan semula seperti tidak ada jual beli. Berkaitan dengan perjanjian jual beli yang telah dibuat oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi), dimana dalam perjanjian memuat tentang pengembalian uang panjar, maka hal tersebut haruslah dilaksanakan. 

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memuat pengaturan untuk mengembalikan uang panjar apabila telah terlanjur dibayarkan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi), tanpa berikut bunga. Akibat hukum yang timbul atas telah batal dengan sendirinya jual beli dan faktanya terdapat uang panjar yang telah terlanjur dibayarkan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) maka Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) harus membayarkan uang sejumlah panjar yang telah terlanjur dibayarkan tersebut. Adapun hal tersebut telah sesuai dengan perjanjian jual beli yang mengikat para pihak.

Akibat hukum yang timbul dari putusan hakim terkait jual beli yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu berakhirnya hubungan jual beli antara Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi). Pengaturan terhadap adanya pengembalian uang panjar dalam perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak selanjutnya membawa akibat hukum bagi Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi). Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) harus membayarkan uang panjar yang telah terlanjur dibayarkan, yakni sebesar Rp. 3.000.000,00.


Analisis yang kedua terhadap akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung ialah atas putusannya yang menyatakan bahwa penguasaan obyek perkara oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) sebagai perbuatan melawan hukum. Hal tersebut membawa akibat hukum bagi H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) karena salahnya mengakibatkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. 

Adapun penggantian kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : 

“tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” (R. Subekti 2007)
Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal di atas merupakan kewajiban bagi yang melakukan kesalahan.

Putusan hakim dalam memberikan hukuman kepada H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) untuk mengganti kerugian dapat dikatakan telah tepat. Hal tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dilakukan olehnya. Adapun perjanjian jual beli antara Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) tidak memuat klausul ganti rugi. Penggantian kerugian perbuatan melawan hukum bukan atas dasar perjanjian melainkan adanya kesalahan.  

Penggantian kerugian karena perbuatan melawan hukum timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian (Kinasih and M. Hudi Asrori S 2019). Adapun hukuman untuk mengganti kerugian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung adalah berdasarkan pada kesalahan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) dalam menguasai ruko yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Milik pemegang hak Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi). 

Pihak yang merasa dirugikan karena kesalahan orang lain dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri (Tajuddin Noor 2019). Pengajuan tuntutan ganti rugi sendiri ialah harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita. Moegni Djojodirdjo, SH menyatakan ada 2 (dua) metode pemberian ganti rugi yakni metode konkrit dan metode subyektif. Pemberian ganti rugi berdasarkan metode konkrit yakni adanya pengembalian dalam keadaan semula dan bila yang rusak harus diganti. Sedangkan penggantian rugi berdasarkan metode subyektif yakni menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (Djojodirdjo 2010). 

Pada putusan MA RI Nomor 651 K/Pdt.G/2020 hakim hanya mengabulkan permintaan ganti rugi materiil pada poin kedua yakni sebesar Rp 528.000.000., (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah). Gugatan yang tidak dikabulkan oleh majelis hakim ialah gugatan atas ganti rugi moriil dan materiil (biaya sewa kuasa hukum), peletakkan sita jaminan, dan pembayaran uang paksa (dwangsom).

Teori ganti rugi kompensasi (compensatory damages) sebagaimana dijelaskan dalam buku Rosa Agustina yakni penggantian kerugian sebesar yang benar-benar telah dialami akibat perbuatan melawan hukum (Rosa Agustina 2003). Adapun akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) ialah Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) tidak dapat memanfaatkan ruko miliknya baik untuk dijual kembali ataupun untuk disewakan. 

Rincian kerugian yang dialami oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) jika rukonya disewakan adalah sebagai berikut :

(1) Ruko milik Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dapat disewekan dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. 

(2)  Kemudian penghasilan yang seharusnya didapatkan olehnya apabila ruko tersebut tidak dikuasi oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) selama 264 bulan yakni Rp 528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah). 

Kerugian yang telah dirincikan sebelumnya adalah kerugian yang benar-benar timbul atas adanya perbuatan melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan oleh hakim. Adapun kerugian materiil pada poin pertama terkait biaya pengacara dan konsultan yang dimintakan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) tidak dapat dikabulkan karena bukan termasuk kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, melainkan atas kepentingan pribadinya dalam perkara ini.

Adapun terhadap kerugian moril yang telah dimintakan oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Kerugian tersebut berdasarkan pada keinginan Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) untuk menata ulang lokasi. Atas kerugian tersebut tidak dapat dikabulkan karena bukanlah kerugian yang benar-benar timbul karena perbuatan melawan hukum.

Hal yang perlu diperhatikan dalam permintaan ganti kerugian moril oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) ialah bahwa ia baru memiliki keinginan untuk menata ulang lokasi. Artinya hal tersebut tidak benar-benar dialaminya, namun hanya keinginan belaka, yang dapat saja ia lakukan maupun tidak ia lakukan jika ruko tersebut tidak dikuasai oleh H.M Arsyad Made (Termohon Kasasi). 

Atas analisis yang telah dilakukan terhadap akibat hukum yang timbul dari Putusan MA RI No. 651 K/Pdt.G/2020 maka diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni terkait jual beli dan perbuatan melawan hukum. Putusan yang berkaitan dengan perbuatan jual beli mengakibatkan Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) selaku pemilik sah atas obyek perkara dapat mengusahakan kembali tanah yang menjadi haknya dan ia diharuskan mengembalikan uang panjar yang terlanjur dibayarkan sebesar Rp3.000.000,00. Jual beli yang telah batal dengan sendirinya berdasarkan perjanjian yang mengikat para pihak membawa akibat hukum yakni hapusnya hubungan antar para pihak dan pengembalian kepada keadaan semula.


Akibat hukum atas perbuatan melawan hukum yang terbukti dilakukan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) ialah pembayaran ganti rugi. Ganti rugi yang harus dibayarkan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) merupakan kerugian yang benar-benar dialami oleh Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi). Adapun besarnya kerugian yang harus dibayarkan oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) sejumlah Rp.528.000.000,00.
PENUTUP

Kesimpulan
1.    Dasar pertimbangan hakim pada Putusan MA RI Nomor 651 K/Pdt.G/2020 adalah kurang meneliti secara menyeluruh terhadap perkara yang terjadi antara Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) dan H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi). Hal tersebut dikarenakan Pertama atas pertimbangan hakim terkait perbuatan jual beli, seharusnya mempertimbangkan perjanjian jual beli yang sah dan mengikat para pihak serta dasar gugatan tersebut berdasarkan jual beli bukan rencana jual beli; Kedua pertimbangan hakim atas perbuatan penguasaan ruko tanpa alas hak yang sah oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) sebagai perbuatan melawan hukum seharusnya berdasarkan pada unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.  

2. Putusan MA RI Nomor 651 K/Pdt.G/2020 memiliki akibat hukum yaitu pertama Handoyo Tjondro Kusumo (Pemohon Kasasi) memiliki kewenangan untuk mempergunakan tanah dan bangunan yang merupakan haknya; kedua berdasarkan perjanjian jual beli, maka ia berkewajiban mengembalikan uang panjar yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 dan hubungan antar para pihak telah hapus karena syarat penyerahan panjar 30% yang tidak dipenuhi sehingga jual beli batal dengan sendirinya; ketiga penggantian kerugian oleh H.M. Arsyad Made (Termohon Kasasi) yaitu sebesar Rp 528.000.000,00. 

Saran

1.    Kepada majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harus lebih teliti dan memuat semua pertimbangan yang berkaitan dengan perkara yang terjadi diantara para pihak. Pada kasus yang diteliti, hakim tidak mempertimbakan atas perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para pihak dan disamping itu menyebutkan dasar gugatan pada rencana jual beli. Adapun terhadap pertimbangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, majelis hakim seharusnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas penguasaan ruko tanpa alas hak yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 

2.    Bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan haruslah memahami perjanjian tersebut dan segala konsekuensi yang akan timbul. Para pihak dalam mengadakan jual beli tersebut diharapkan untuk sadar akan hukum yang berlaku yakni sebagaimana diatur dalam UUPA jo. PP 24/1997 dan proses peralihan dilakukan secara Juridische Levering agar terjaminnya kepastian hukum. Penguasaan atas ruko seharusnya dilakukan dengan alas hak yang sah dan apabila ruko tersebut ternyata milik orang lain, maka seharusnya pihak yang bukan ada dalam penguasannya menghormati hak orang lain tersebut.  
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